
 
 

PEMBENTUKAN-TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 

2026 

Kpt 6 Tahun 2026, 11 HLM 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG 
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 127 TAHUN 
2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH 
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI 
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2023. 

 
    

ABSTRAK : - Dalam rangka mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi yang 
terdapat pada Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, terutama terkait 
birokrasi yang bersih dan akuntabel, dan pelayanan publik yang prima, perlu 
peningkatan kualitas pembangunan zona integritas pada unit kerja/satuan 
kerja pada instansi pemerintah. Oleh karena itu dipandang perlu untuk 
membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas 
dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di 
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo agar dalam 
pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.   

  - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6409); 
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 
Birokrasi 2010-2025; 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi 
Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 108); 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601); 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi 
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi 
Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 1571); 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja 
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan 
Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang 



 
 

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 377); 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, 
Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1236); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang 
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 826); 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana 
Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188); 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 
tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-
2024; 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi 
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten/Kota; 

  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini berisi 
tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari 
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di 
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo. 

CATATAN : - 

- 

Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2026. 
Lampiran 11 Halaman.  

 


